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akuntansi pemerintah.
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kami.

Kendal, 31 Desember 2024 

,r^^L<a?”guna Anggaran

PEMERINTAH KABUPAII-.M KENDAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
.11,. Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal Teip. (0294) 381302 

Email : dispendukcapil@kendalkab.go.id

mailto:dispendukcapil@kendalkab.go.id


DAFTAR ISI

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

LATAR BELAKANG 1.1. 3

1.2. MAKSUD DANTUJUAN   . 5
1.3. LANDASAN HUKUM PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN SKI’D 6

1.4. S1STEMATIKA PENULISAN ATAS CATATAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 7

BAB 11 8

IKHTISAR PENCAPA1AN KINERJA KEUANGAN SKPD 8

2.1.1. KINERJA PENDAPATAN SKPD 8

2.1.2. KINERJA BELANJA SKPD 8

2.1.2.1. BELANJA DAERAH SKPD 8

BAB III 12

PENJELASAN POS - POS PENJELASAN KEUANGAN SKPD 12

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (ERA) 12

3.1.1. PENDAPATAN ERA 12

3.1.2. BELANJA LRA 12

3.2. NERACA 13

3.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO) 17

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 18

BAB IV  20

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 20

Laporan Keuangan 2024

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGE I KINERJA KI I ANGAN PI ..Ml.RIN I Al I
DAERAH ............................................................................................................................

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DAI AM PI NC APAI \N I \RGI I Y \NG
TELAH D1TETAPKAN 11



BAB I

PINDAIH 1.1 A\

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Keuangun 2024 ?

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan 

Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nonior 33 Tabun 2004 ten-lang Perimbangan Kcuangan aniara Peinerinlah Pusal dan Daerah 

menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan sentralistik 

menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebib besar kepada daerah, 
termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut lidak sekedar pclimpahan kewenangan 

pembiayaan dari Pemerintah Pusal kepada Pemerintah Daerah. lelapi yang lebib mendasar 

adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam 

rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, 

demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses 

penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya. dan proses pengelolaan keuangan daerah 

pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. 

Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya memudahkan 

pengukuran sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan 
tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah telah melakukan reformasi manajemen 

keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya 

paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 

Negara. UU I Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan 

tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah tabun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Teknis pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dialur pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 64 Tabun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akmal pada Pemerintah Daerah.

Undang-undang. Peraturan Pemerintah sang kemudiaii dilindaklaniuii dengan 

Permendagri tersebut, kesemuanya mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban 

mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan lerhadap peraturan perundangan-
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undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku niencakup pcncriniaan. pens inipanan. dan pcngcluaiun 

uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi di bangun alas dasar kebebasan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan 

dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan 

daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku cntilas 

akuntansi, SKI’D menyusun Laporan Keuangan yang rneliputi Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catalan atas Laporan 

Keuangan. Kesemua laporan tersebut hams disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersxaralkan oleh PP \’o ?1 

lahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah hams mencerminkan adanya 

kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan 

akuntansi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kevsajiban untuk menyajikan 

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan 

keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya entitas untuk menyusun 

anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga bertanggung 

jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi 

tugas pokoknya. temiasuk alas kehilangan atau kerusukan asci dan sumber dasa dmuiksud. 

begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibal keputusan entitas, serta lerlaksana atau 
tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu seliap entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- 

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada sualu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 
periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi 

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat.
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1.2. MAKSUD DANTUJUAN
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Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas 

Akuntansi dimaksudkan uniuk menyediakan iniomiasi yang rclevan niengenai posisi 

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKI’D selama satu periode pelaporan. 

Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk niembandingkan realisasi 

pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan. 

dan untuk menilai kinerja SKI’D, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKI’D secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas 

akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKI’D, dengan:

Transparasi
Memberikan informasi keuangan yang lerbuka dan jujur kepada niasyarakat bcrdasarkan 

pertimbangan bahwa niasyarakat memiliki hak untuk mengetahui sceara lerbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi (Intel-generational Equity')

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada 

periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah 

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi. terutaina dal.un pcni 

yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

d.i'..i ckonomi

a. Menyediakan informasi niengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyediakan informasi niengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan SKI’D serta hasil-hasil sang telah die.ipai

c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan SKI’D dalam 
membiayai aktivrtasnya.
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antara

9.
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Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur 

keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dileiapkan setiap tabun dengan 

undang-undang dan dilaksanakan secant terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.)

2. Undang-undang No. 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang No. I Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

4. Undang-undang No. 15 l abun 2004 tentang Pemerikbaan Pengelolaan dan I anggung 
Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang No. 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang - Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

7. Peraturan Pemerintah No. 58 l abun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm Informasi Keuangan 

Daerah, sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 l ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pcdoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 lahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 09 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah lahun 
Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.



1.4. ATAS CATATAN LAPORAN

Bab I Pcndahuluan

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan I aporan Keuangan

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.4 Sistematika Penulisan Catalan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian l arget Kinerja Keuangan

2.2 Uambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

3.2 Penjelasan Neraca

3.3 Penjelasan Laporan Operasional

3.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

Lampiran

Laporan Keuangan 2024

SISTEMATIKA PENULISAN
KEUANGAN SKPD



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1.1. KINERJA PENDAPA I AN SKI’D

Pendapatan Asli Daerali %
Realisasi

a. Pajak Retribusi

b. Pajak Daerah

pelayanansemua

2.1.2. KINERJA BELANJA SKPD

tahun lercalisasi scbcsar

No Uraian Kegiatan Realisasi

202-1 I isik (%)

I 51.795.000.00 50.650.475.00 100

2 34.400.000,00 33.487.605.00 97.34 100

3 7.800.065.021.00 97.31 100

4 37.000.000,00 36.293.450,00 98.10 100

Laporan Keuungan 2024 S

d. Lain-Iain PAD sang sail__
Juinlah Belanja Daerah

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH

Anggaran dan realisasi pendapatan SKI’D Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 
. Daerah

Koordinasi penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran

Pagu Anggaran 1

2024

I’ada Tahun anggaran 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal 
tidak mengelola pendapatan dan tidak ada target pendapatan karena 
adalah gratis.

7.590.372.277.0
0

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah_______________
Evaluasi kinerja pemgkat
daerah_____
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Keuangan 

(%) 
97.79

_____________ 2024
Target Anggaran

2.1.2.1. BELANJA DAERAH SKI’D
Secara keseluruhan untuk pencapaian kinerja keuangan sampai dengan 31 Desember 
2024 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Rp.13.573.554.718 (96,61%) hila dibandingkan dengan total anggarannya sebesar
Rp. 14.049.833.514,-.Belanja lerscbut terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja modal.

Proscntase ' Prosent,nse I



5 21.893.750.00 16.611.500.00 75.87 100

6 976.747.850,00 902.471.950.00 92,39 100

7 35.703.000.00 34.633.405.00 97.00 100

8 641.755.593.00 100

9 109.673.000,00 104.148.265,00
94.96 100

10 Pengadaan Mcbel 6.800.000,00 6.675.000,00 98.16 100

596.221.394,0011 623.560.000,00 95,61 100

12 3.250.000,00 2.500.000,00 76.92 100
13 330.714.000,00 318.432.968.00 96.28 100
14 274.350.000.00 273.755.668.00 99.78 100

15 534.164.800,00 523.246.818.00 97.95 100

16 102.820.000,00 95.684.250.00 93.05 100

17 98.500.000.00 97.932.000.00 99.42 100

18 183.704.500,00 182.295.361,00 99.23 100

19 80.000.000,00 73.300.000,00 91.62 100

20 135.970.000,00 129.337.437,00 95.12 100

21 15.460.000,00 9.580.000,00 61.96 100

22 204.000.000,00 191.213.000,00 93.73 100

23 87.510.000,00 87.298.080.00 99.75 100

24 I 1.250.000.00 10.8 10.000.00 96.35 100

25 140.000.000,00 124.843.500,00 89.17 100

26 500.000.000.00 496.386.792.00 99.27 100
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Pencatatan, Penatausahaan dan 
Penerbitan Dokumen atas 
Pendatlaran Penduduk

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemcliharaa.Pajak dan 
perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pelayanan 
llmum Kantor

Peningkatan Pelayanan 
Pendaltaran penduduk

Pengadaan Dokumen 
Kependudukan selain Blangko 
KTP-E1, Fonnulir, dan Buku 
Terkait Pendaftaran Penduduk 
Sesuai dengan Kebutuhan 
Peningkatan dalam pelayanan 
Pencatatan Sipil

Pelayanan Secant A kt if 
Pendaftaran Peristiwa 
Kependudukan dan Pencatatan 
Peristiwa Penting terkait 
Pencatatan Sipil____________
Sosialisasi Terkait Pencatatan 
Sipil_____________________
Kerjasama Pemanfaatan Data
Kependudukan

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya__________________
Pendataan Penduduk Non
Permanen dan Rentan
Administrasi
Kependudukan

Pengadan Peralatan dan Mesin 
lainnya

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat_________________
Penyediaan Jasa Komunikasi. 
Sumber Daya Air dan Listrik 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

SKPD_________________
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor__________
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor____ ___
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD___________________
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

601.371.871.00 93.70



27 251.910.000 2II.OO7.-I7O.OO 97.10 100

28 43.300.000.00 4.3.061.300.00 99 .14 100

29 700.787.000,00 685.060.380.00 97.75 100

30 12.750.000,00 11.242.500,00 88.17 100

TOTAL 14.049.833.514 13.573.054.716 96,61 100

2024Belanja Daerali %

96.46

12.588.086.967Junilah Belanja Daerali 14.049.833.514 13.573.054.716 96,61

Kp.4.900.227.521.- icrealisasi scbesai'yang

96.46 % ha I ini karena :

b. Adanya retensi basil pengadaan barang dan jasa yaitu selisih pagu dan penawaran /
kontrak.
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96,62

97.28
95.57

Dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pcriimbangan objckiil' lainma PNS 

dialokasikan Rp.281.970.000,- lerealisasi sebesar R.p.271.860.000,- atau 96,41 %.

terealisasi sebesar Rp. 4.932.823.484,- atau 95,57 % dan Belanja

Modal yg dialokasikan sebesar Rp. 806.360.000 .- terealisasi sebesar Rp.777.998.955.- atau

Sedangkan Belanja Langsung lainnya adalah Belanja barang dan jasa dialokasikan
Rp. 5.161.238.493,-

Belanja Daerali meliputi (1) Belanja Operasional dan (2) Belanja Modal, sedangkan 

Belanja operasional meliputi: (1) belanja pegawai dan (2) belanja barang Jan jasa.

a. Besaran gaji pegawai yang tidak terserap 100 % dikarenakan adanya pegawai yang 
pensiun .

Penyusunan Tata Cara 
Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi, 
Pengendalian, dan Pelaporan 
Penyelenggaraan Adininduk 
terkait Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 
Fasilitasi Terkait Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan_________
Sosialisasi terkait Peigelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan____________
Penyusunan Profil Data 
Pcrkembangan dan Proyeksi 
Kependudukan serta 
Kebutulian yang lain

1. Belanja Operasional
Belanja Pegawai______
Belanja Barang dan Jasa

2. Belanja Modal________
3. Belanja Tidak Tcrduga
4. Transfer

Anggaran
I3.243.273.5I4
8.082.035.021
5.161.238.493

806.560.000

2023 
Realisasi 

11.983.572.422 
6.878.332.714
' 105 239.7O8

604.514.545

Realisasi

12.795.055.761
7.862.232.277
4.922.823 181

777.998.955

Anggaran Belanja Langsung Operasional Pegawai yaiiti (Gaji) Pctwctliaan Gaji dan 

Tunjangan ASN yang dialokasikan

Rp.4.730.203.777,- atau 96,53 % dimana belanja ini merupakan penyediaan dana untuk 

14 bulan gaji pegawai, sudah termasuk gaji ke 13 dan 14;Belanja Tambahan Penghasilan 

PNS dialokasikan sebesar 2.899.837.500,- terealisasi sebesar 2.860.168.500,- atau 98.63 %
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I.
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mengatur Belanja Lembur hanya mendapatkan

ian kinerja SKPD adalah sebagai berikut:

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG 
TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

I lambatan yang dihadapi dalam pencapai

Adanya Regulasi dari pusat yang 

uang niakan lembur per hari.

2. Adanya Regulasi yang mengatur honorarium narasumber PNS hanya diberikan 50 % 

dari standar satuan harga yang ditetapkan.

3. Adanya Regulasi dari pusat yang mengatur Perjalanan Dinas kurang dari 8 jam hanya 
mendapatkan uang makan (eat cost) saja.

4. Belanja makan minum rapat tidak bisa dibelanjakaii kecuali vang danuiiya bcrsumbci 

dari Earmark atau diluar dr APBD misalnya DAK dll.

c. Efisiensi kegiatan anggaran penyediaan seperti Bahan Bakar Minyak.sedangkan 

belanja Makanan dan Minuman yang tidak bisa dialokasikan optimal untuk kegiatan 

internal yang audiensnya dari internal maupun PNS.keeuali yang bersumber dana dari 
non APBD atau Earmart.

. S

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa sural menyurat biaya Rp 3.250.000 realisasi > d 

Desember 2024 sebesar Rp. 2,500,000 (76,92 %). Dikarenakan tidak adanya dokumen 
Fisik yang dikirimkan lewat Jasa pengiriman tetapi dikirimkan lewat pengiriman 

elektronik seperti email dan lain-lain.

e. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan pendaftaran Penduduk dengan pagu anggaran 

15.460.000 terealisasi 9.580.000.- atau 61.96 % .itu adalah belanja BBM untuk 

menunjang kegiatan pelayanan keliling. belanja cetak MMT (Roll benner) untuk 

mencukupi kegiatan pelayanan keliling tetapi sudali terpenuhi semua sehingga sisanya 
menjadi silpa.



BAB III
PENJELASAN POS- POS PENJELASAN KEUANGAN SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Pcndapatan Asli Daerah %Realisasi

a. Pajak Retribusi

b. Pajak Daerah

tidak

3.1.2. BELAN J A LRA

Belanja Daerah %

604.514.54596.4 6

12.588.086.96714.049.833.514 13.573.054.716 96,61

terealisasi scbesar

P\s
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______________ 2024
Target Anggaran

Rp.4.730.203.777,- atau 96,53 % dimana belanja ini merupakan penyediaan dana untuk 

14 bulan gaji pegawai, sudah termasuk gaji ke 13 dan 14;Belanja Tambahan Penghasilan 

PNS dialokasikan sebesar 2.899.837.500.- terealisasi scbesar 860 168 >()(). atau 08.63

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kab. Kendal 

mengelola pendapatan dan tidak ada target pendapatan karena setnua pelayanan gratis.

c. Basil Pengelolaan Kekayaan 
. Daerah

3.1.1. PENDAPATAN LRA
Anggaran dan realisasi pendapatan SKPD Dinas Kependudukan dan Peneatatan 

Sipil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasional___
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

2, Belanja Modal_______
3. Belanja Tidak Terduga
4, Transfer___________

Jumlah Belanja Daerah

d. Lain-Iain PAD yang salt 
Jumlah Belanja Daerah

Realisasi
12.795.055.761
7.862.232.277
I.932.823..I8I

777.998.955

2023
Realisasi

11.983.572.422
6.8-78 332.714

2^2 
97 28

Dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertiinbangan objektii lainnja 

dialokasikan Rp.281.970.000,- terealisasi sebesar Rp.271.860.000,- atau 96,41 %.

' H)’'..' ■V (iS

Anggaran Belanja l.angsung Operasional Pegawai yaitu (Gaji) Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN yang dialokasikan Rp.4.900.227.521,-

2024
Anggaran_____

13.243.273.514
8.082.035.021
5.161.238. IT'

806.560.000



yang

2024 2023
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Sedangkan Belanja l.angsung lainnya adalah Bekinja barang dan jasa dialokasikan 

Rp. 5.161.238.493,- terealisasi sebesar Rp. 4.932.823.484.- atau 95,57 % dan Belanja 

Modal yg dialokasikan sebesar Rp. 806.360.000 ,- terealisasi sebesar Rp.777.998.955.- atau 
96,46 %. hal ini karena :

a. Besaran gaji pegawai yang tidak terserap dikarenakan adanya pegawai yang pension

b. Adanya retensi basil pengadaan barang dan jasa yaitu selisih pagu dan penawaran / 
kontrak.

c. Efisiensi kegiatan anggaran penyediaan seperti Bahan Bakar Minyak,sedangkan 

belanja Makanan dan Minuman yang tidak bisa dialokasikan optimal untuk kegiatan 

internal yang audiensnya dari internal maupun PNS .
d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat biaya Rp 3,250,000 realisasi s/d 

Desember 2024 sebesar Rp. 2,500.000 (76.92 %). Dikarenakan tidak adanya 

dokumen Fisik yang dikirimkan lewat Jasa pengiriman tetapi dikirimkan lewat pengiriman 

elektronik seperti email dan lain lam.

e. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan pendaliaran Penduduk dengan pagu anggaran 

15.460.000 terealisasi 9.580.000,- atau 61,96 % ,itu adalah belanja BBM untuk 

menunjang kegiatan pelayanan keliling, belanja cetak MMT (Roll benner) untuk 

mencukupt kegiatan pelayanan keliling tetapi sudah terpenuhi semua sehingga 
sisanya menjadi Silpa.

3.2. NERACA
a. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Pemegang Kas (PK) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan PciKataian Sipil. bail, vma 

berasal dari pencairan SP2D yang beluni dibelanjakan maupun sisa persediaan yang 

ditangani SKPD yang belum disetor ke BUD, NIHIL;

b. Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa dana di Pemegang Kas (PK) Satuan 

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berasal 

dari penerimaan yang ditangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
belum disetor ke BUD. NIHIL;

c. Piutang. Akun ini menggambarkan hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum diterima beserta penyisihan 
piutangnya sebesar Rp. 0.- dengan rincian sebagai berikut:

__________ PIUTANG
Piutang Pajak_________
Piutang Relribusi______
Piutang Lainnya_______
Penyisihan Piutang

Jumlah Piutang



No Uraian

Jumlah 0 0 0 0 0

a. Belanja di Bayar dimtika

Masa Berlaku Jumlah/Kp Kei

scrta barang-barang yang

.'ang

No Pcrsediaan Menurut Jenisnya 2024 2023

603.906.315410 839 399

410.839.399 603.906.315
Adapun daltar mutasi stock opname nilai pcrsediaan scbagaimana terlampir.

2023

No ASET TETAP

I Tanah

2 Peralatan dan Mesin 9.713.183.775 9.1 13.017.381

3 Gedung dan Bangunan 4.805.238.061 4.627.360.500
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Nilai 
Piutang 

Rp.
I .ancar 

Rp.
Ragu-ragu 

Rp.
Mauel 

Rp.

_________ Uraian______
Premi asuransi. sewa dll

Pcrsediaan Material Habis Pakai

Obat-obatan Medis__________
Benda Berharga (Karcis)
Benih, Bibit Ikan/Hewan

Jumlah

Penjelasan tentang piutang (jenis piutang. umur piutang dan penyisihannya)

______Kia ri fi kas i 
Kurang 
Lancar 

Rp.

1
2
2
4

2023
Rp.______

2.204.870.000

__________ Jumlah
b. Pcrsediaan

2024
Rp.______

2.204.870.000

c. Aset Tetap

Saldo akhir Aset I etap per 31 Desember 2024 merupakan mutasi penambahan 

dan pengurangan asset tetap berdasarkan penghapusan 2024. koreksi pencatatan, 

mutasi, penambahan belanja modal 2023 scrta kapitalisasi 2024.

Komposisi dan nilai saldo Aset letup (A I) per 31 Desember 2024 dan 

tersaji sebagai berikut:

Untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat vang masih 

betada di Satuan Kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan, dengan 

rincian saldo per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Saldo akun ini menggambarkan asset dalam bentuk barang alau perlengkapan 

yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk 

mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. 

di maksud.



4 Jakin, Iri^asi. J ar 111 uan I20.3U9.225 12O.3U9.22.->

5 Aset Tetap Lainnya

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

7 Akumulasi Penyusutan (8.436.179.919.68) (8.136 179.919.68)

Jumlah Aset Tetap 8.407.376.14I.32 7.629.377.186,32

Adapun penambahan aset tetap dan pengurangan asct tetap sebagai berikut:

Nilai Asei 1'eiap Periode I Januari s.d. 31 Desember 202 I
No ASET TETAP

Saldo Awal Saldo Akhir
Kurang

I Tanah 2.204.870.0002.204.870.000
2 600.121.3949.113.017.381 9.713.1.38.775
3 177.877.5614.627.360.500 4.805.298.061
4

120.309.225 120.309.225
5

6

7 (X 136.179 919.68)(8.436.179 919.68)
Jumlah Aset Tetap 7.629.377.186.32 777.998.955 8.407.376.141,32

Penambahan Aset sebesar

Rp. 777.998.955,-

Pengurangan Aset sebesar

Pengurangan Peralatan dan Mesin berupa

Rp. 0,-
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• A hit Kantor dan rumah
• Alat alatStudio.koinunikasidanPcniaiu.ai
• Alat komputer
• Bangunan Gedung
• Instalasi

Total Pengurangan

0,-
600.121.394.-
177.877.561,-

0.-
0-

Penjelasan adanya penambahan aset tetap 
berikut:

Tanah untuk Bangunan UPTD Sukorejo 
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, Jaringan
Alat komputer
Total Penambahan

Peralatan dan 
Mesin 
Gedung dan
Bangunan______
Jalan, Irigasi,
Jaringan________
Aset Tetap
Lainnya
Konstruksi Dalam
Pengerjaan_____
Akumulasi
Penyusutan

________ Mutasi

Tambah

dan pengurangan aset tetap sebagai



d. Aset Lainnya

Aset Lain -lain

Nilai Tecatat Pindall BakuNo. J in I KeteranganPerolehan
I 2 3 5

I 6 16.7-15.005.00 16.745.005.00

2 2014/2016 I 2,135,823.00
3 2015/2016 I
4 2015/2016 I 4.805.841.00

5 2001/2017 2.250.000.00 2,250.000.00 2.250.000.00

2001/20176 2.250.000.00 2.25O.OOO.OO 2.250.000.00

7 2016/2018 1 497.500.00 497,500.00 497,500.00

Ju m lah 16,745,005.00

• Aset tak berwiijud

NAMA

I Software ROHMS 27.500.000
2 Aplikasi Modal Pencataian 49758000 49.758000 49 758 000

3 Website SIAK 32.692 ooii 3? 692 UOO ' ’ 692 Olid

4 42.955.000 42.955.000 42.955.000

5 19 115 250 19.115.250 19.115.250
6 37.235.000 37.235.000 37.235.000
7 Pcinbuatan Website 18 700 000 18 700 000 18 700 000
8 13 SOU 000 13 SOU 01 Hl i > Suu uno
9 77.456.500 77.456.500 77.456500
10 18.755.000 18.755.000 18.755.000

JUMLAH 337.666.750 337.666.750 0 337.666.750 0
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Penyusutan
4

2,135,823.00

4,805,841.00

N
O

Tahun 
(/Reklas)

Saldo asset Iain-lain per 31 Desenibcr 2024 adalah dengan rincian adalah 

sebagai berikut:

Aset ini merupakan aset peralatan dan mesin yang rusak berat pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

IIARGA
PEROLEHAN

AMORTISA 
SI TAHUN 
INI (2024)

NILAI
BUKU

Penyusutan
202312

___________ 6________
Peralatan dan Mesin
Rusak Berat
\l \ I
PI ND1NGIN.I.I MAKI
ES

Software Aplikasi untuk 
pctugas Registrasi
Software Aplikasi 
Pendaftaran Pelayanan
Aplikasi SMS Center

Update Aplikasi Website
Software Aplikasi untuk 
pctugas Registrasi
Aplikasi Penduduk Tinggal
Senientara (PETIS)

AKUMULASI 
AMORTISASI S/D 

TAHUN LALU 
(2023) 

27.500.000

4,805,841.00

4.805,841.00

AKUMULASI 
AMORTISASI 

SD TAHUN INI 
(2024)

27.500.000

2.135.823.00

4.805.841.00

4,805.841.00

Aset ini menggambarkan asset non keuangan yang dapat diidentifikasikan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan 
barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Saldo asset tak 
berwujud per 31 Desember 202-1 beserta amortisasinui adalah sebagai berikut:

PERSONAL
KOMPUTER.P.C UNIT
PERSONAI
KOMPU l ER.P.C UNIT
MEUBELAIR.KURSI
RAPAT

16,745.005.00



Kewajiban Jangka Pcndeke.

Kewajiban Jangka Pendck

I >9.396 177227.186.013

439.396.177227.486.013

f. Ek u it as

Junilah Ekuitas tahun

2024

933.689.400,00-
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2023
933.689.400.00-

804.642.275.00
804.642.275,00-

Kcwajiban jangka pendck merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar 

kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bnlan setelah tanggal neraca per 

31 Desember 2024.

2023 
Rp.

3.3. LAPORAN OPERAS1ONAL (LO) 
a. Pendapatan LO

2024 
Rp.

7.874.376.442,32 
(13.040.555.017,00) 

0,00 
13.573.554.716.00 
8.407.3764 41.32

__________Pendapatan LO_____
1. Lain-Iain Pendapatan Daerah yang 
Sab -LO'

Jumlah Pendapatan LO

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
b. Pendapatan diterima diniuka
c. Utang Belanja
d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah

Utang Belanja sebesar Rp. 227.486.013,- merupakan hutang tagihan Listrik Rp. 

27.457.758.- tagihan Telpon Rp. 107.511,- tagihan PAM Rp. 987.720.- dan Utang 

Pegawai (TPP) Bulan Desember 2024 sebesar 192.470.024.- untuk PNS dan 

6.463.000,-untuk PNS yang menjabat pit struktural,- yang dibayarkan pada tahun 

2025.

2024 sebesar Rp. 8.407.376.141,32,- diperoleh dari

Ekuitas awal yang merupakan ekuitas tahun 2023 ditambah surplus LO 2024 

ditambah Ekuitas untuk di konsolidasikan 2024 Dapal dijelaskan sebagai berikut:

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Koreksi Ekuitas Koreksi Lainnya
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas Akhir

Rekening Listrik : 27.457.758,-
Rekening PAM : 987.720,-
Rekening Telpon : 107.511 .-
TPP PNS Bulan Desember 2024 : 192.470.000.-
TPP PNS (pit) bulan Desember 2024 : 6.463.()0().- [
Jumlah ; 227.486.013,-



b. Beban LO

13.040.555.017,00 | 14.328.061168,09 i

c. Surplus /dellsit LO

2.055.520.000.00

EKU1TAS AKHIR 8.407.376.141,32 7.874.376.442,32
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Pendapatan Laporan Operasional adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan daerah 

yang sah tabun 2024 adalah Hibah dari Pemerintah pusat yaitu dari Dirjen Dukcapil 
berupa KTP elektronik sebesar 804.642.275,-

Penjelasan Beban Operasional Tabun 2024 terdiri dari :
- Beban Pcgawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,0

Jumlah

: Rp. 7.437.754.593,00
: Rp. 5.602.800.424.00
: Rp.0,00 +
: Rp. 13.040.555.017,00

2024
13.040.555.017.00

0.00

2024
(13.040.555.017,00)
(13X140.555.017.00)
(13.040.555.017,00)

2023________
13.613.434.607,00

714.626.561.00

__  2023_________
(13.394.371.768.09) 
(13.394.371.768.09) 
(13.394.371.768.09)

________ Beban LO
1. Beban Operasi______
2. Beban Penyusutan dan
Amortisasi____________

Jumlah Beban LO

______ Surplus/Defisit LO__
Surplus/Defisit LO_________
Jumlah Siirplus/Defisii LO 

Jumlah Surplus/Defisit LO

I URA’AN
a. Ekuitas Awal_____
b. Surplus/Defisit LO________
c. RK PPKD_________________
d. Dampak Komulatif Perubahan

Kebijakan Kesalahan Mendasar
- Koreksi Nilai Parsed iaan____
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset 
Tetap
- Lain - lain

2024_______
7.874.376.442.32

( 13.040.555.017.00)
” 11.573.554.716.00

2023_______
6.625 141.243.41

< I.'. OM. V,'1.768.00)
12.588.086.967,00

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LPE mciupakan laporan yang terdiri dari atas saldo akhir tabun sebelumnya yang 

menjadi saldo awal Ekuitas.penambahan atau pengurangan .surplus (dellsit) dari 

operasional tabun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi,perubahan kebijakan 

dan adanya kesalahan mendasar. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan



1.
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Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada 
lahun pelaporan I.PI: dapal dijelaskan scbagai bcrikm :

Pada tabun 2024 terdapat Saldo Awal Ekuitas senilai Rp. 7.874.376.442,32 yang 
merupakan saldo akhir Ekuitas tabun 2023.

2. Surplus/Dcfisit LO tabun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kendal senilai Rp 13.040.555.017,00 merupakan surplus atas kegiatan 

operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.

3. RK PPKD merupakan rekening kas di PPKD 2024 sebesar 13.573.554.716,00

4. Koreksi Ekuitas pada tabun 2024 tidak ada koreksi

5. Ekuitas Akhir senilai Rp 8.407.376.141.32 diperoleh dari Ekuitas awal ditambah 
surplus LO ditambah dengan RK PPKD.

Kendal, 31 Desember 2024 
^^=£^gguna Anggaran

i lu »y , I



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASJ-INFORMASI NON KEUANGAN
Dana Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Banprov, DBHCHT.a.

Urusan Bersama dan
Dekonsentrasi atau dana lainnya seperti BOS. dan lainnya.

c. Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non I isik Dispendukcapil lahun 2024 lidk
mendapatkan alokasi dana atau Nihil.

d. Dana Insentif Fiskal ( DIF) Dispendukcapil tahun 2024 sebesar 424.000.000,00
dengan rincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Anggaran Dll Kealisasi DIP Sisa Dana

No Kegiatan 2024 2024 DIF 2024
PENDATAANPENDUDUK
NONPERMANEN DAN REN TAN
ADMINISTRASI 80.000.000 6.700.00073.300.000KEPENDUDL'KAN

PENGADAAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN SELAIN

y/ 191.213.000204.000.000 12.787.000
PENDAFTARAN PENDAFTRAN
PENDl DI K SI SUM DI ,\\
KEBUTUHAN

yj I-10.000.000 15.156.500124.843.500

Jumlah 424.000.000 389.356.500

I

Q1
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SOSIALISASI TERKAI T
PENCATATAN SIPIL

UI.ANGKO KTP-E1..FORMUEIR
DAN HUKU TERLKAIT

;KirfyNGSIH,SE.MM 
^0 ^99803 2 007

b. Dana yang bersumber dari dana non APBD Kabupaten Kendal yang berasal seperti 
APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Tugas Pembantuan,

34.643.500
I_______

Kendal, 31 Desember 2024

M
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PEMERINTAH KA BL PATEN KENDAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAA1N APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

JANUARI 2025

DINAS KEPENDLDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL

JI. Pramuka (komplek perkantoran) Kendal I'clp. (0294) 381302

Email:dispendukcapil@kendalkab.go.id

mailto:dispendukcapil@kendalkab.go.id
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1.1. LATAR BELAKANG

3

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan desentralisasi fiskal berdasarkan 

I 'ndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mertformasi sistem pemerintahan semralistik 

menuju desentralisasi dengan mcmbcrikan keuenangan yang lebih besar kcpada daerah. 
termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak sekedar pelimpahan kewenangan 

pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. tetapi yang lebih mendasar 

adalah meningkatkan efisiensi dan efektivkas pengelolaan sumher dava keuangan dalam 

tangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, 

demokrasi, transparansi, dan akuatabilitas menjadi sangat dominan dalam mewamai proses 

penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah 
pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, handal. dapat 
dibandingkan. dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilun kcputusiin 

Disamping itu, dengan laporan I euangan yang baik dan dapat dipercaya memudahkan 

pengukuran sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan 

tuntutan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah telah tnelakukan reformasi manajemen 

keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan diteiapka.aiwi 

paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan 
tersebut menyatakan bahwa Gubcmur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peratu-an 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan AP13D kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. selambat-lambatnya (> 

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

lekms pelaksanaan kedua undang-undang tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri I).Jam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah.

Undang-undang, Peraturan Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
Permendagri tersebut. kesemuanya mengarah pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang akuntabel dan transparan. Akuntabiliias keuangan inerupukan pertanggungjawaban 
mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan- 
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undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran 

uang oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kcbebasan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakai. Artinya, informasi yang berkailan 

dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan 

daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu selaku entitas 

akuntansi. SKPD menyusun Laporan Keuangan yang inelipuii X'eraca. I aporan ILalivis 

Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan I’erubahan Lkuitas serta Catalan alas Laporan 

Keuangan. Kesemua laporan tersebui harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standur 

Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 

I ahun 2010 lentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk 

Pernyaiaan Slandar Akuntansi Pemeriniahan (I’SAP).

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan a< mya 
kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemeriniahan daerah sebagai entitas pelaporan dan 

akuntansi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 

laporan keuangan sehingga tidak lerjadi kekacauan antar unii pemeriniahan dalam pelaporan 

keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi mi adalah adansa entiias uniuk mcinusun 

anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas juga berianggung 
jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi 

tugas pokoknya. termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud. 

begitu juga dengan utang piutang yang terjadi akibai keputusan entitas. serta terlaksana atau 
tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk itu sctiap entitas akuntansi mempunyai kev'ajiban untuk melaporkan upaya- 

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kcbijakan sang 

dipeieayakan kepada entitas akuntansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 
period ik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengexaluusi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi 

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pcngendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan 
masyarakai.
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c. Transparasi

Membenkan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengelahui secaru lurbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna dalam mengelahui kecukupan penerimaan pemerintah pada 

periode pelaporan untiix membiayai seluruh pei-gehiarun x.mu jiak.ku.sik.m J.,,, ..pjk.^ 

geneiasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kmerja entitas akuntansi, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi 

yang dikelola pemerintah untuk mencapai kine-ja yang direncanakan.

Laporan Keuangan SKPI) secaia umum mempunyai tujuan untuk memajikan 
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas entitas 
akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada SKPD, dcngan:

Menyediakan imormasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi 

dan alokasinya lelah sesuai dcngan anggaran sang dilciapkan dun pciaturaii 
perundang-undangan yang berlaku.

b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi keinampuan SKPD dalam 
membiayai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) selaku Entitas 
Akuntansi dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan 

Disamping itu. Laporan Keuangan SKPI) juga digunakan untuk membandingkan icalisasi 

pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 

dan untuk menilai kineija SKPD, serta membantu menentukan ketaatannya lerhadap 

peraturan perundang-undangan.
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Tentang Penjabaran
Dan Belanja Daerah

un 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

lahuii 2004

berdasarkan peraturan

LANDASAN HUKUM PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diseienggarakan 

perundang-undangan yang mengalur keuangan daerah. aniara lam.

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur 

keuangan Negara; (pasal 23 ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan 

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakuu.)

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang No. I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan d, 

Jawab Keuangan Negara:

Undang-undang No. 33

Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. ’’1 Tahun 2010 K-niang Stand.ir \kuniai si Pcimri,.! ,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 I ahun 2005 tentang Sislem Inlormasi Keuangan 

Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah 
l.istansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pcmerintahan Berbasis Akraul pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tenttmt Pengciuluun liurung M.hk 
Negi.ra/Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 09 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 I ahun 2022

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
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Bab IV Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
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2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab III Penjelasan i’os-pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Penjelasan I aporan Realisasi Anggaran Pendapat:

3.2 Penjelasan Neraca

an dan Belanja

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

SISTEMATIKA PENULISAN
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